
 

 

 

GUBERNUR JAWA BARAT 

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 

NOMOR 162 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN  
PERIZINAN BERUSAHA 

 

GUBERNUR JAWA BARAT, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelayanan kemudahan 

berusaha di Daerah Provinsi Jawa Barat yang cepat, 
murah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan 

akuntabel, perlu dilakukan pengaturan pendelegasian 
kewenangan Gubernur Jawa Barat dalam 
penyelenggaraan perizinan berusaha kepada Kepala 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Barat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan 
Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 
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3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6618); 

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 196) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat 

(Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah 239); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN 

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN 
BERUSAHA. 

   

  BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat. 

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 

4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala 
DPMPTSP adalah kepala perangkat daerah Pemerintah 

Daerah Provinsi yang mempunyai tugas dan fungsi 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah 
Provinsi. 
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5. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan 
perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara 

elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan 
terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu 

dalam satu pintu. 

6. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan 
kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan 

usaha dan kegiatannya. 

7. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha 
adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha 

untuk menunjang kegiatan usaha. 

8. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi 
kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 
lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung 

gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. 
   

  BAB II 

PEMBERIAN DELEGASI PENYELENGGARAAN  
PERIZINAN BERUSAHA 

Pasal 2 

(1) Gubernur memberikan Delegasi kewenangan 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala 

DPMPTSP. 

(2) Pemberian Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), meliputi: 

a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi 
kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, terdiri 

dari: 

1. sektor energi dan sumber daya mineral; 

2. sektor kelautan dan perikanan; 

3. sektor kesehatan, obat dan makanan; 

4. sektor lingkungan hidup dan kehutanan; 

5. sektor pariwisata; 

6. sektor perdagangan; 

7. sektor perindustrian; 

8. sektor pertanian; 

9. sektor transportasi; 

10. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat; 
dan 

11. sektor ketenagakerjaan; 

b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi 
kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan 
kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi 

dan tugas pembantuan. 
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  BAB III 

PELAPORAN 

Pasal 3 

Kepala DPMPTSP melaporkan hasil penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha kepada Gubernur secara berkala 
setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu 
diperlukan. 

   

  BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 4 

Dalam hal pelayanan Perizinan Berusaha Untuk 

Menunjang Kegiatan Usaha dan rekomendasi Gubernur 
atau pertimbangan teknis Gubernur belum efektif 
beroperasi melalui sistem Perizinan Berusaha secara 

elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat,  
pelaksanaan pelayanan perizinan dilaksanakan dengan 

menggunakan Jabar Electronic Information Assistance versi 
5.5 (JELITA 5.5) sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.  

   

  BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat. 
   

               Ditetapkan di Bandung 
               pada tanggal 27 September 2021 

                 GUBERNUR JAWA BARAT, 

ttd 

 

               MOCHAMAD RIDWAN KAMIL 
 

Diundangkan di Bandung  

pada tanggal 27 September 2021 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT, 

ttd 

SETIAWAN WANGSAATMAJA  

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 162



 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM, 
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